BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Keberagaman agama dan kepercayaan yang dimiliki bangsa Indonesia
merupakan tantangan besar dalam mewujudkan unifikasi hukum dibidang
hukum perkawinan karena Undang-Undang Perkawinan Nasional tidak dapat
menampung aturan-aturan perkawinan sesuai dengan masing-masing agama
dan kepercayaan yang dianut oleh warganya, oleh sebab itu hukum
perkawinan di Indonesia yang berhasil diunifikasi hanya dalam bidang
administratif saja, sedangkan dalam materi hukumnya masih tetap bervariasi.
Meskipun begitu, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun
2019 tentang Pelasksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur
lebih lanjut apabila pasangan penghayat kepercayaan mengalami
keterlambatan pada saat akan melakukan proses pencatatan perkawinan.
Dengan terlambatnya masa pencatatan tersebut di atas, maka timbulah cacat
secara hukum administratif dan berakibat pembatalan pendaftaran pencatatan
perkawinan.

2. Perkawinan penghayat kepercayaan adat Sunda Wiwitan terpaksa tidak dapat
dicatat jika melihat dari Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019
tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-
undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan karena
terdapat hal yang menjadi syarat untuk bisa dicatatkannya perkawinan

tersebut yang tidak dipenuhi oleh masyarakat penghayat kepercayaan adat
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Sunda Wiwitan yaitu tidak adanya Organisasi sehingga berakibat pula
terhadap ketidak adaanya Pemuka Penghayat Kepercayaan yang dapat
diajukan sebagai orang yang mewakili penghayat tersebut dalam urusan
administrasi perkawinan. Syarat mengenai Pemuka Penghayat Kepercayaan
tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan.

5.2 SARAN
1. Meskipun aturan jangka waktu pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan
yakni 60 (enampuluh) hari merupakan turunan dari pasal 34 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun masih
terdapat celah kosong terkait aturan jangka waktu tersebut. Seharusnya
pemerintah dalam hal membuat aturan harus dapat mengakomodasi
kepentingan-kepentingan publik dengan cara memaksimalkan aturan agar
tidak ada celah kosong tersebut, kemudian pemerintah juga sebaiknya
membuat petunjuk teknis terkait aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2019 tentang Pelasksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
khususnya terkait dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintan Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelasksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tentang jangka
waktu pencatatan perkawinan aliran pernghayat kepercayaan , agar apabila
terjadi keterlambatan tidak menimbulkan kekhawatiran kepada para
penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga menimbulkan

kepastian hukum.
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2. Penerapan serta perkembangan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2019 tentang Pelasksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan haruslah
dikaji lebih dalam agar tercapai ketertiban hukum serta kepastian hukum
masyarakat penghayat kepercayaan di Negara Indonesia. Perlunya sosialisasi
secara menyeluruh kepada para pemegang penghayat kepercayaan juga harus
digalakkan oleh pemerintah mengingat kasus sunda wiwitan ini hanya salah
satu dari sekian banyak kelompok masyarkat penghayat kepercayaan yang
tidak mempunyai pemuka agama yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Kkata-kata pemuka
penghayat kepercayaan yang tercantum di dalam Pasal 39 agar diperluas
menjadi pemuka penghayat kepercayaan yang lain, misalnya antara lain

seperti kepala desa, kepala dusun, atau lurah setempat.
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